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Pendahuluan

Layanan keuangan berbasis Teknologi Informasi (Tl) telah
mengubah cara kita melakukan fransaksi, termasuk pinjam
meminjam. Saaf ini, pengguna dapat melakukan pinjoman
afau meminjam uang rupiah dengan cara online pada sistem
elektronik yang dapat dihubungkan dengan internet.

Dalam Perkembangan teknologi informasi di  bidang
keuangan seperti P2P lending menawarkan potensi
pengembalian yang finggi dalam jangka waktu tertentu.
Namun, sebelum berinvestasi, perlu memahami risiko yang
CIdCIT terkait dengan investasi ini, hal ini merupakan hal
penting.
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« Dengan P2P lending banyak lembaga keuangan yang
bekerja sama menawarkan pinjoman berbasis teknologi,
sehingga peminjam bisa mendapatkan pinjoman dengan
cepat dan mudah, serta berkembang pesat bagi para pelaku
usaha menemukan jalan keluar bagi bisnisnya. Beberapa
perbedaan terdapat pada proses pemberian pinjaman pada
peer to peer lending dan lembaga keuangan dalam cara
penyampaian informasi peminjam.




Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

« Bagaimana konsep P2P lending dalam POJK
No.10/POJK.05/20227¢

« Bagaimana skema hubungan P2P lending dalam POJK
No.10/POJK.065/20227
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Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mentitikberatkan pada Analisa
peraturan perundang-undangan sebagai suatu sumber informasi utama guna dapat
mendukung teori, konsep, serta prinsip hukum yang berkaitan.

Sumber hukum utama yang digunakan adalah

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjom Uang
Berbasis Teknologi Informasi,

POJK Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis
Teknologi Informasi

PBI Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial,

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ftentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sumber hukum sekunder pada penelitian ini mencakup buku atau literatur, dan jurnal
ilmiah hukum yang relevan.
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Hasil dan Pembahasan

A. KONSEP P2P LENDING DALAM POJK NOMOR 10/POJK 05/2022

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan Penyelenggara khususnya P2P

Lending terbatas pada Penyelenggara yang menyediakan, mengelolq,

dan mengoperasikan layanan meminjam uang berbasiskan teknologi

informasi dari pihak pemberi pinjoman kepada pihak penerima

pinjaman yon% sumber dananyd berasal dari pihak pemberi
a

pinjoman.Pada Pasal 30 POJK Nomor 10 Tahun 2022 .

A. Perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Dana (Seperti
ergberlon pinjoman kepada Peminjam melalui platform fintech P2P
ending.

B. Perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana. (Seperti
pemberian pinjaman secara langsung kepada peminjom  yan
direkomendasikdn oleh P2P lending, seperti yang telah “disepakafi
dalam perjanjian kerja sama.
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« Dalam menjalankan kegiatan usaha, penyelenggara/P2P
lending dilarang bertindak sebagai memberikan dana atau
menerima dana. Penyelenggara/ P2P lending Hanya bertindak
sebagai penghubung antara pemberi pinjoman (Lender) dan
penerima pinjaman (Borrower).
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B. SKEMA HUBUNGAN P2P LENDING DALAM POJK NOMOR 10/ POJK 05/2022
4 —
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11
. Piha.leaiink Perkreditan Rakyat (BPR) dan Fintech Lending melakukan tindakan mendatangani perjanjian Kerjasama dan surat kuasa dalam
menjalankannya
. Calo%1 Eenerimzll pinjaman mengajukan permohonan pinjaman melewati platform yang dimiliki oleh Fintech Lending.

. fintech lending memberikan formasi calon kredit kepada BPR dalam bentuk fact sheet dan/atau dokumentasi lainnya apabila persyaratan
calon kredit memenuhi RAC

1

2

3

4. Pihak BPR melakukan evaluasi penilaian dan memberikan persetujuan kepada fintech lending.
5. Persetujuan pinjaman diberikan kepada BPR melalui Fintech lending.

6. Perﬁani(lan kredit dilakukan penandatangan. ‘

7. BPR akan melakukan transfer dana ke fintech lending

8. Dana ditransfer dari fintech Lending kepada peminjam. )

9. Peminjam melakukan pembayaran untuk pengembalian dana kepada fintech lending.

10. Pengembalian pinjaman dana akan ditransfer dari fintech lending kepada BPR. ) )
11. Memonitoring untuk peminjaman dilakukan secara bersama- sama oleh BPR dan Fintech lending.
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Dalam keseluruhan proses kerjasama ini, BPR dan Fintech Lending
bekerja sama untuk memfasilitasi pemberian pinjoman kepada
calon peminjam. Segala fransaksi pinjam meminjam uang yang
berbasis tekhnologi informasi merupakan hubungan hukum antara
Penerima Pinjaoman dengan pemberi pinjaman, sehingga segala
risiko dan akibat hukum akan ditanggung oleh masing- masing
pemberi Pinjaman dan, atau Penerima Pinjaman.

SSSSSSSSSSS

madiyah u umsidal912

uham
oarjo 9

@& www.umsida.ac.id umsida1912 N umsida1912 § m,
/4 .




Konsep dasar P2P lending adalah menghubungkan antar
peminjam yang membuiuhkan pinjoman dengan pemberi dana
yang melalui platform P2P lending. P2P yang berperan hanya
sebagai penghubung dalam proses ini yang memberikan akses lebih

mudah kerembioyoon dengan melakukan perjanjian_kerjasama

dalam pendaan terlebih dahulu. Pada skema hubungan P2P lending
dapat dilakukan oleh P2P lendin denlgon, pembpberi dana dan

emberi dana dengan penerima dana. Penting bagi platform P2P
lending = untuk menhingkatkan fransparansi. dalam memberikan
informasi kepada peminjom dan pemberi dana. Ini  termasuk
memberikan penjrelosan yang jelas tentang suku bunga, bigya, dan
rsiko yang terkait dengan pinjaman. Platform harus memiliki proses
verifikasi yang ketat untuk memeriksa keaslian identitas dan profil
kredit peminjam. Hal ini dapat mencakup verifikasi dokumen,
penilaian kredit yang lebih komprehensif, dan penggunaan teknologi
seperti pemantauan akfivitas keuangan peminjam.
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